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BABI PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
[bookmark: _GoBack]Peradilan pidana anak di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 
Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban, memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak yang masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, negara dan sistem peradilan diharapkan untuk memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak dalam setiap proses hukum yang mereka hadapi.[footnoteRef:2] [2:  Laporan Komite Perlindungan Anak Indonesia, Pemberian Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jakarta : Komnas Anak, Hlm 12.] 

 (
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)Indonesia pada kenyataanya, meskipun telah memiliki berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak anak, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih mengadopsi pendekatan yang cenderung punitif. Pendekatan ini lebih mengutamakan hukuman terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang seringkali mengabaikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, proses peradilan pidana yang berlangsung tidak hanya memberi dampak negatif terhadap psikologis anak pelaku, tetapi juga berisiko memperburuk kondisi sosialnya. 
Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan sistem peradilan untuk memfasilitasi pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya peninjauan kembali terhadap pendekatan yang ada sangat diperlukan, terutama dalam hal bagaimana cara yang lebih humanis dan rehabilitatif dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak.[footnoteRef:3] [3: Winarno,W., Restorative Justice Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hlm 47.] 

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana AnaK Studi Tentang Restorative Justice, salah satu masalah utama dalam peradilan pidana anak adalah ketergantungan pada sistem hukuman yang bersifat punitif, yang sering kali tidak memperhitungkan faktor usia, kondisi psikologis, serta potensi rehabilitasi anak. Hal ini menyebabkan anak-anak yang terlibat tindak pidana justru semakin terisolasi dan cenderung mengulangi tindakannya di masa depan.[footnoteRef:4] [4:  Arief, Barda Nawawi. Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Tentang Restorative Justice, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018), Hlm 45. ] 

Konsep restorative justice (keadilan restoratif) muncul sebagai alternatif yang menawarkan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak. Restorative justice adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada penyembuhan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan melibatkan semua pihak yang terdampak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, dalam suatu proses dialog dan mediasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.[footnoteRef:5] [5:   Zehr, H. Changing Lenses : A New Focus for Crime and Justice. Scottdale, PA Herald Press. Hlm. 36] 

Keadilan restoratif diterapkan dalam konteks penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini menyatakan bahwa: 
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Konsep keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan hubungan, pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya, serta memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan psikologis. 
	Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih mengutamakan hukuman, restorative justice bertujuan untuk memperbaiki kondisi yang ada, bukan sekadar memberikan pembalasan. Pendekatan restorative justice dinilai dapat membantu anak untuk lebih bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa mengabaikan hak-hak mereka untuk memperoleh pembinaan yang layak.
	Penelitian dari UNICEF juga menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pendekatan restorative justice menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menurunkan angka kekambuhan anak yang terlibat dalam tindak pidana.[footnoteRef:6] [6: United Nations Children’s Fund (UNICEF), The Role of Restorative Justice in Juvenile Justice Systems, 2015.] 

	Indonesia, keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan melalui kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan pada pendekatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. 
	Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015, keadilan restoratif diintegrasikan dalam prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang memungkinkan hakim untuk memilih solusi yang lebih berbasis rehabilitasi daripada hukuman. Meskipun demikian, implementasi dari konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. 
	Menurut Suteki dalam jurnalnya Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, meskipun secara teori penerapan restorative justice diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan, pada praktiknya masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti minimnya pelatihan untuk aparat penegak hukum serta ketidakpastian dalam implementasi kebijakan yang ada.[footnoteRef:7] [7:  Suteki, Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 3, 2020.] 

	Tantangan utama dalam implementasi restorative justice terletak pada kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep ini di kalangan aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal fasilitas mediasi maupun pelatihan bagi aparat penegak hukum, menghambat pelaksanaan prinsip keadilan restoratif secara efektif.
	Penanganan tindak pidana anak di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan peningkatan jumlah kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana, peran sistem peradilan yang adil, rehabilitatif, dan berbasis perlindungan hak anak menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, restorative justice atau keadilan restoratif menjadi salah satu alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum, dibandingkan dengan pendekatan yang lebih punitif dan retributif.
	Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak membutuhkan perubahan substansial dalam cara pandang masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak. Di banyak kasus, anak yang terlibat tindak pidana sering dipandang sebagai ancaman atau "masalah" yang harus segera dihukum dan dijauhkan dari masyarakat. Padahal, anak-anak pada umumnya tidak memiliki tingkat kedewasaan yang sama dengan orang dewasa dalam hal pemahaman akibat dari tindakannya. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice yang lebih berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan, akan lebih efektif untuk membantu anak mengembalikan kondisinya dan berfungsi kembali dalam masyarakat secara positif.
	Penerapan restorative justice juga didukung oleh Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengatur penyelesaian perkara pidana, termasuk kasus anak, dengan prinsip rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mediasi. Proses ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik yang memenuhi rasa keadilan tanpa harus berujung pada penghukuman formal.
	Dalam perspektif hukum internasional, penerapan restorative justice dalam kasus anak sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Konvensi ini menekankan bahwa dalam penanganan tindak pidana anak, negara wajib mengutamakan kepentingan terbaik anak, termasuk melalui pendekatan non-represif seperti restorative justice.
	Penerapan sistem restorative justice bukan hanya upaya untuk memberikan alternatif terhadap penghukuman, tetapi juga merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipulihkan, baik secara sosial maupun psikologis, sehingga mampu kembali berkontribusi positif dalam masyarakat tanpa stigma sebagai "pelaku kejahatan."
Peran aparat penegak hukum sangat penting untuk menyukseskan implementasi keadilan restoratif. Polisi, sebagai pihak pertama yang terlibat dalam penanganan perkara anak, harus mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui restorative justice. Selain itu, jaksa dan hakim juga harus memahami prinsip-prinsip restorative justice dan memastikan bahwa prosedur hukum yang berlaku dapat mendukung penyelesaian masalah melalui mediasi antara pelaku dan korban. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana aparat penegak hukum dapat menjaga keseimbangan antara penerapan keadilan restoratif dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, terutama terkait dengan hukuman yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana.[footnoteRef:8] [8: Mardani, M, Hukum Pidana Anak Perspektif Restorative Justice dan Perlindungan Anak. (Bandung : Alfabeta, 2017), Hlm. 103.] 

Secara yuridis, sistem restorative justice memerlukan penyesuaian dalam berbagai aspek hukum yang ada. Salah satunya adalah pembaruan regulasi mengenai mediasi antara pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana anak. Selain itu, perlu ada pengaturan yang jelas mengenai prosedur hukum yang harus dijalani dalam proses keadilan restoratif, termasuk peran aparat penegak hukum dalam memfasilitasi mediasi. Pengaturan tersebut penting untuk menjamin keberhasilan dan keadilan dalam proses penyelesaian masalah yang melibatkan anak. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai aspek yuridis dalam merancang sistem restorative justice di Indonesia sangat diperlukan untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif dan aplikatif dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana anak.
Penerapan sistem keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak juga harus memperhatikan berbagai faktor sosial dan psikologis yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Pemulihan hubungan antara pelaku dan korban bukan hanya mengenai penggantian kerugian fisik atau material, tetapi juga proses pemulihan secara emosional dan psikologis. 
Korban, dalam banyak kasus, seringkali mengalami trauma yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh, sementara pelaku anak perlu diberikan kesempatan untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan dan diperbaiki. Proses mediasi dan rekonsiliasi antara kedua pihak dalam konteks restorative justice sangat penting untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut.
Dalam hal ini, perlunya pembekalan kepada aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip restorative justice sangat penting agar mereka dapat memfasilitasi proses mediasi yang adil dan efektif. 
Dalam rangka memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia, perlu adanya perencanaan yang lebih terstruktur dan komprehensif untuk penerapan restorative justice. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pelatihan dan sosialisasi tentang konsep restorative justice kepada semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, polisi, jaksa, pembimbing sosial, serta masyarakat.
Perencanaan ini juga harus mencakup penyediaan fasilitas dan lembaga yang mendukung proses rehabilitasi anak, seperti lembaga konseling dan pusat rehabilitasi anak. Selain itu, penting juga untuk melibatkan korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus, dengan tujuan untuk menciptakan pemulihan yang lebih holistik dan berkelanjutan.
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalamskripsi.Dariapayangtelahteruraidiatas,Penulistertarikuntuk mengadakan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Perencanaan Sistem Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak’’
B. RumusanMasalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia ?
2. Bagaimanafaktor dan penyebab sistem restorative justice untuk penanganan tindak pidana anak ?
3. Bagaimana peran dan kontribusi pihak aparat penegak hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem restorative justice untuk anak yang terlibat tindak pidana ?
C. TujuanPenelitian
            Dalampenelitian adabeberapatujuanyanghendakdicapai,yaituantaralain:
1. untuk memperoleh Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Univeersitas Muslim Nusantara Al- Washliyah
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui faktor dan penyebab sistem restorative justice untuk penanganan tindak pidana anak.
4. Untuk Mengetahuidanmenganalsistentangperan dan kontribusi pihak aparat penegak hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem restorative justice untuk anak yang terlibat tindak pidana.
D. ManfaatPenelitian
Adapunmanfaatyangingindicapaipenulisdalamskrispsiiniadalah:
1. Manfaat Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai memperdalam pemahaman tentang konsep restorative justice dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait lainnya dalam merancang dan melaksanakan sistem restorative justice yang lebih efektif dalam penanganan tindak pidana anak.



image1.png
UMN
AL WASHLIYAH





